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 GLOSSARY 

 

 
Pembangunan Hukum :  Salah satu subsistem dari Pembangunan  

Nasional,  dengan  sasaran  agar  

terwujudnya satu Sistem Hukum 

Nasional. 

 

Pembaruan Hukum :  Suatu istilah untuk menggambarkan 

bagaimana menyusun suatu tata hukum 

yang dapat menyesuaikan diri pada 

perubahan yang terjadi pada 

masyarakat. 

 

Hukum Administrasi Negara           : Hukum  mengenai  Pemerintah / 

Eksekutif  di dalam kedudukannya, 

tugas-tugasnya, fungsi dan 

wewenangnya sebagai Administrator 

Negara. Dalam melaksanakan fungsi 

penyelenggaraan urusan pemerintahan, 

badan administrasi harus memiliki 

wewenang yang bersumber dari 

peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

 

Kekuasaan Kehakiman : Kekuasaan Pemerintah di bidang 

kehakiman berdasarkan peraturan- 

perundangan yang berlaku. 

 

Peradilan  : Sebuah sistem penegakan hukum. 

 

Pengadilan  : Subsistem institusi penyelenggara 

penegakan hukum dari sistem peradilan. 

 

Pengadilan Tata Usaha Negara : Kekuasaan kehakiman yang 

melaksanakan fungsi peradilan yang 

secara khusus memeriksa, memutus dan 

menyelesaikan sengketa tata usaha 

negara. 

 

Sengketa Tata Usaha Negara : Perselisihan yang timbul dalam bidang 

Tata Usaha Negara antara orang atau 

badan hukum perdata dengan Badan 

atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di 

pusat maupun di daerah, sebagai akibat 

dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha 
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Negara, termasuk sengketa 

kepegawaian berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

 

Keputusan Tata Usaha Negara : Suatu penetapan tertulis yang 

dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat 

Tata Usaha Negara yang berisi tindakan 

hukum Tata Usaha Negara yang 

berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, yang bersifat 

konkret, individual dan final, yang 

menimbulkan akibat hukum bagi 

seseorang atau badan hukum perdata.  

 

Tindakan Hukum Tata Usaha Negara : Perbuatan hukum Badan atau Pejabat 

Tata Usaha Negara yang bersumber 

pada suatu ketentuan Hukum Tata 

Usaha Negara yang dapat menimbulkan 

hak atau kewajiban pada orang lain. 

 

Putusan Pengadilan  : Suatu pernyataan yang oleh Hakim, 

sebagai pejabat Negara yang diberi 

wewenang untuk itu, diucapkan 

dipersidangan dan bertujuan untuk 

mengakhiri atau menyelesaikan suatu 

perkara atau sengketa antara para pihak. 

 

Penemuan Hukum Oleh Hakim : Proses pembentukan hukum oleh hakim 

dalam proses mengkonkrititasikan dan 

mengindividualisasikan peraturan 

hukum yang bersifat umum dengan 

peristiwa konkrit. 

 

Yurisprudensi : Putusan-putusan hakim atau pengadilan 

yang tetap dan dibenarkan oleh 

Mahkamah Agung sebagai pengadilan 

kasasi, atau putusan-putusan Mahkamah 

Agung sendiri yang tetap (constant). 

 
Pemberdayaan Yurisprudensi : Membuat putusan pengadilan menjadi 

berdaya atau mempunyai daya atau 

mempunyai kekuatan. 


